


Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum AZHARI, S.Sy ., M.H CPM, 

yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, 

Kabupaten Bireuen, alamat email : azharipartner@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, 

Selanjutnya disebut ebagai-------------------Pemohon; 

Terhadap: 

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, berkedudukan di Desa Paya Lipah, 

Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, Propinsi Aceh. 

Selanjutnya disebut ebagai-------------------Termohon; 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan 

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, 

berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 

Tahon 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Bireuen, tanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 

Desember 2024 pukul 17.45 WIB (Bukti P-1-Kabupaten Bireuen-Aceh) 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September

2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasi/ Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
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pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 221.113 suara {total 

suara sah) = 3 .31 7 suara. 

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Tennohon, selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut I adalah

sebesar 51.600 suara.

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di

atas dikarenakan Adanya Upaya Money Politik/ politik uang oleh Tennohon dan Paslon

Nomor 3 beserta Tim Pemenangan Secara Terstruktur Sistematis dan Masif mengakibatkan

hak konstitusi pemilih yang berlandaskan prinsib langsung, bebas dan rahasia secara

melawan hukum dilanggar oleh Tennohon dan Pasion Nomor urut 3 beserta Tim

Pemenangannya merupakan tindakan dan perbuatan yang semata-mata untuk merusak

sistem demokrasi.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis

diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVl/2018 bertanggal

9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan

Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP- Halaman I 7 XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan

dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubemur, bupati, walikota Tahun 2020,

pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

pennohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat fonnil kedudukan

hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan [ antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor

39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

46/PHP .BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

59/PHP .BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

100/PHP .BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

97 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

51 /PHP .BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 

21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi 
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